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BAB IlI

KAJIAN KONSEP I

A. Fikih
Secara etimologi fikih berasal dari bahasa arab fagiha - yufgahu — fighan

yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud disini, adalah

pemahaman tentang@ar}kis&. Na demikian, figh menunjuk pada arti
memahami a@slam se komp;§e@ff
igh .

Ka%& am&élta pengertian ini
a&dar'

di

?n\ : i : ! ang kamupun
bukan h disis \ ¢
Secara istilah figh adBROBO\/

bl Lyl (e AeniCall Aulaall el ASA YL alal

Artinya : “ Ilmu tentang hukum-hukum syar 'l yang bersifat amali yanggg

digali dari dalil-dalil yang terperinci”.

21 prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil |, Pengantar Ilmu Figih, him 1
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Pertama, al-ilmu, termasuk al-ilmu pada ghalibnya, memiliki dua
pengertian. Yaitu, al-ilmu  dalam pengetahuan yang mencapai tingkat
keyakinan ( al-yaqin ) dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai
pada tingkat dugaan (al-dlan). Dalam definisi diatas, al-ilmu, yang dimaksud
lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf

dugaan atau asumsi. Hal  ni garj\a?a ayorltas ketentuan figih bersifat

yat
-huk{ya memiliki arti

ng berkaitan

@ertl wajib,

kurwmum yang

ukum yang bersifat

asumtif karene%%f‘a dalil-dalil yang

o

al’l
wit

ukum-hukum

emikian halnya,

yang b r inde als
hukum poa% 2\3 t oleh sebua e%a dan hukum adat yang
disepakati di suatu daera R{Q figh.?2

Keempat, al-amaliyyah berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak
bersifat amaliyah misalnya hukum-hukum [ ’tigadiyyah tidak termasuk figh.

Hukum [’tigadiyyah misalnya pengetahuan bahwa Allah swt itu esa tidak

termasuk figh. Demikian juga, hukum-hukum yang bersifat qalbiyah-

22 |bid, hlm 2
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khulugiyah seperti ikhlas, riya’ dan sebagainya tidak pula termasuk hukum

figh.

Kelima, kata al-muktasabah berarti bahwa figh itu digali dengan usaha
yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fighh syar’l amaly yang

tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini, tidak

termasuk figh. Kawitﬁ&e&tawlﬁa?e tang sholat, zakat, kewajiban
r%& i i tidakée\

@!iqh.

ilgwang terperinci.
igh, §ela':nkan masuk

as, mujmal
> P‘i, )

Ayat ini adalah dalil yang terperinci tentang kasus hukum tertentu, yaitu

keharaman menikahi ibu dan anak perempuan kandung.

Sementara, Ad-Dimyathi mendefinisikan figh sebagai:

deia Lok il de ) S Y) 4 e

2 Ibid, hlm 3
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Artinya : "Mengetahui hukum Syar’l dengan metode ijtihad”.

Menambahkan dari Wahab Khallaf, Ad- Dimyathi fokus pada metode
yang digunakan dalam figh, yaitu metode ijtihad. Karena itu bisa dipastikan

bahwa hampir semua diktum figh adalah produk ijtihad para ulama. Dengan

kata lain, kita bisa mengatakan bahwa figh adalah produk ijtihad ulama.?*
Figh pada ha@a&lﬁ eN U ﬁdap ayat-ayat ahkam yang
terdapat@ m A . a hadist ? Figh merupakan
mter@aﬁ / \\ iSM' Para Fugaha
mgggiluar sumberny but membuat hukum,
k argbuat hulgm Adale S da engertian
@g o e ﬁ__‘p g
ketentuan-ketentua

ha ukunt ng perbuatan

/ 't-a ;

nw'usi MM de Alle iad%an manusia
dan alam, digali dari_dali i iACi i s dalam figh
meny?kut a, menyangkut
bldang'lx V) S, Ji siyasah, dan lain

sebagainya. /\f PROBO\/\

Menurut Al- Syatibi figh adalahh pemahaman tentang syari’ah dan
penyelidikan tentang syari’ah atau menegakkan arti syari’ah dan aturan-
aturan rinci sangat diperlukan. Menurut Jasser Audah, Figh merupakan
koleksi besar para Ulama (Pendapat Yuridis) yan diturunkan Alla, berbagai

madzhab pemikiran untuk penerapan syari’ah dalam kehidupan nyata.

24 Ibid, him 4
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Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Figih adalah pemahaman atau
interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam
secara terperinci yang oleh fugaha mengistimbatkan hukum islam dengan
pemahaman mereka, tentunya sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat

para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi beberapa factor

antara lain: kemampuanolghagpew n atau disiplin ilmu yang dimiliki,
situasi dan koed3 haman secar Cm/terhadap hadist-hadist

ahkam.

islam yang

pal@aglan dari
%ﬂ hukum-

a telah disusun secara

Qoyas a

px bangunan pengetahuan

sistematis d ljpku teks yang
arRa zhab berbeda dalam metode istimbat

0w

dari berbagai madzhab.

hukum.

Dalam ilmu figh sebagai ilmu, oleh para ulama mengkategorikan hukum

perbuatan manusia (mukallaf) kepada lima kategori yaitu:
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1. Wajib atau fardhu artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan
mendapat pahala, sedangkan bila tidak dikerjakan mengakibatkan
dosa.

2. Mandhub atau sunnah atau mustahab adalah segala sesuatu yang bila
dikerjakan akan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak

berimplikasi dosa

. Ibaha t\f‘baﬁerartl perbuatg] @tl k mendatangkan pahala

%{ kuk : annya.
: a ) al : 'a.i/pﬁala orang yang

aku a.

meninggalkannya

..... - asan . hukum dari suatu

. Sabab ataw alfp 6}4 aannya dijadikan sebagai

pertanda keberadaan suatu hukum bagi sesuatu. Misalnya, sebab

wajibnya sholat adalah masuknya waktu sholat, seperti fajar atau
terbenamnya matahari menjadi sebab wajib sholat subuh dan maghrib.
3. Syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum
syara’ dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya

mengakibatkan tiadanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah



30

wudhu’, sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu’ dulu
sebelumnya, namun wudhu’ bukanlah bagian dari sholat.

4. Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan
hukum, bila tidak ada maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya,

membaca al-fatihah adalah rukun sholat, bila seseorang lupa atau

sengaja tidak mem?acag-fam Z:Jasholatnya tidak sah.
fgdf sha

% 2 -=

5. ‘AZlma%& . Azima a )@N ban-kewajiban, sedang
ar%jiban karena ada

%tan sejalan

Batal~dan fasad

tidDﬂemenuhi

n yarat dan

B. Perkawi J '
i , yai a) , adapula yang
wPopyy gi s

mengatakan perkawin ipakai perkataan nikah dan
prkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.
Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan
tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam
menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah;

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas

rukun dan syarat-syarat.
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Para ulama’ figh pengikut mazhab yang empat (Syafi’l, Hanafi, Maliki,

dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk
berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam
akad) lafadz ni ah at kawin, atau makna yang serupa dengan kadua kata

tersebut. ,i AS NU

Dalam k ksi huk i "elaskﬁb@ perkawinan adalah
al

pernil@%;, ghﬁan untuk mentaati
perﬁ'&h dahr?ari beberapa
1'nampak j it terlihat bahwa
i
|UEIS!8. an%h.
_l
- ciptakan untukmu

an l&sa tentram

an sayang.

enar t

Se g pat tanda-tanda

o .
bagi kau w}rfikl : . ayati/l&%
Menurut Abdurrahmp RW« a

arba’ah, ada tiga macam makna nikah:

bnya al-figh ‘ala mazahibil

1. Makna lughowi atau bahasa nikah adalah bersenggama atau
bercampur.
2. Makna ushuli atau syar’l. Para ulama berbeda pendapat mengenai

makna ushul dan makna syar’l kata nikah. Pendapat pertama,

25 Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, him.2
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menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha’
(bersenggama), sedangkan arti majazinya adalah akad. Pendapat
kedua, menyatakan bahwa hakikatnya nikah adalah akad, sedangkan
arti majazinya adalah watha’ (bersenggama). Pendapat Kketiga,
menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah gabungan dari

pengertian akad dan gtth katan kokoh antara dua orang

sehing @k untuk watha O
) adapa kalangan ahli figh

ebutkan definisi

bersenang-

yebutkan definisi

nmnata-mata

uatu ikatan yang

b gin nikah dan khawatir

@gﬁu\?kan untuk melaksanakan

Abdurraman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu

dlanJurkan)@t. Orang .
terjerumus ke OA( peﬁm

nikah.?’

perjanjian suci antara seorangg laki-laki dan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa

26 Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah
dalam Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Hukum, Vol. 1 No.2 (2012), 100.

27 Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Figh Empat Mazhab,
him.318.
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perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mengandung
pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji,
berdasarkan prinsip suka sama suka.?®

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan

saja berarti sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan

sekaligus merupakan perl at k an ketenggaan. Jadi, terjadinya

suatu |katan ukan semat a@w bawa akibat terhadap
hubun ng en ut hubungan adat-
istia &

C. Poliandri

dl‘ erepapdan kepada

mmlkl suami
ah h*n Menurut
ina@;rang wanita

ri satu. Dalam hal

Poliandri bukanlah perkawman yang mudah dilaksanakan dan perlu

.:l :
lepih da
Musfif) Al
pade‘ﬁx Y

ini bebe

dalam bentuk in

pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya. Bahkan, diharamkan
dalam hukum islam. Namun, kenyataannya kasus perkawinan poliandri masih
saja terjadi meskipun telah dilarang juga oleh undang-undang. Dalam pasal 3

ayat (1) UU No.1 tahun 1974 ditegaskan “Pada azasnya dalam suatu

28 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan
Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,Vol.7 No. 2 (2016), 415.
2 Ipid, him 431.



34

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang
wanita boleh mempunyai seorang suami” >

Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan dua atau lebih
pria. Apabila terjadi poliandri hal itu sering bersifat fraternal, yaitu seorang
perempuan mengawini sekelompok pria yang bersaudra. Biasanya poliandri

diasosiasikan dengan sit asigpeN», {a}tu secara sistematis mengawini
)

beberapa pria (r&m yai kedudukan-so ebih tinggi.

Poli rl%-(erja i san a@ekurangan wanita,

sehi@ga p ara antropolog

memanda

poligami

ngaruhit tindakan

] w peraturan

BAB IV

30 Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. dkk, Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Him 60.
315, Andi Sutrasno, Buku Ajar Antropologi Hukum, him 74



